LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2001 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubaban Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka
Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintal Daeral
merupakan Retribusi yang dipungut di Daerall;



Mengingat

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3848);

2



10.

‘

Undang-undang Nomor 34 Tahyp 2000 "

Perubahan Atas Undang-undang Nomoy g ;alang
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daehun
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomq, 246 Tah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahyp 1
tentang Retribusi Daerah (Lembaran N egara
1997 Nomor 55, Tambahan Lembargy

Nomor 3692);

997
Tahu,l

N Egara

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawaga
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahyp 1995
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomoy
3590);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik /
Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepads
Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanam
Otonomi Daerah;

Keputusan Presiden N omor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangat
dan Bentuk Rancangan Undang-undané:

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangt?
Keputusan Presiden;



1. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan,
Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat [I
Banyumas (Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat I1
Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH

DAERAH.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.
C.
d.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas:

Bupati adalah Bupati Banyumas;
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retripyg;
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Kekayaan Pemerintah Daerah adalah aktiva tetap berupa barang-barang
bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dibawap
penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan atau dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan
yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum;
Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah adalah pemakaian atau
penggunaan atas Kekayaan Milik Pemerintah Daerah;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas pemakaian kekayaan daerah;

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan

oleh sektor swasta;




i. Kota adalah ibu kota Kabupaten Banyumas yang meliputi wilayah

3

Kecamatan Purwokerto Barat, Utara, Selatan dan Timur;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang

sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya;

k. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

1.

obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Usaha dari Pemerintah
Daerah;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang
terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih
besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

0. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah

Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah

Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga atau denda,



BAB 11
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah dipungy
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah,

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Jasa Pelayanan pemakaian kekayaan Pemerintah
Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
a. Pemanfaatan atas tanah;

b. Pemanfaatan atas Bangunan dan;
c. Pemanfaatan atas Barang-barang lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Usaha.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jangka waktu dan
jumlah pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara
efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kekayaan yang digunakan dan
jangka waktu pemakaian.



(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada aat ()
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tida1;
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor
secara brutto ke Kas Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan pemakaian
kekayaan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
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BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
- Pasal 12
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2

% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang _
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. | -
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Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Dacrah dengan menggunakan
SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

| (Z)MMpemmmmﬁmmMﬁwmmnymﬁm
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah. -

Pasal 14
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib
- retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu,
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

~ (3)Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. | |

(4) Bupati atan pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi
untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang
ditentukan dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.



BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh)
hari sejak saat tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib

Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 16
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
atau dokumen lain yang dipersamakan.
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) byjap,
sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan,
kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu jg
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dap

pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 17

(1) Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang

terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui,
maka keberatan dianggap diterima.
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Pasal 18

(1) Atas kelebihan pengembalian retribusi, wajib retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.

(2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah
melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian retribusi daerah dianggap dikabulkan dan

Surat Ketetapan Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Tetribusi lainnya kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
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BAB XV
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 19

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA
Pasal 20

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya

Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang Retribusi.

(3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana gl_imaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila : = = o
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a. diterbitkan Surat Teguran atay:
]

b. ada pengakuan utang retribusi d

. ari waiib tHheasind Sont
maupun tidak langsung. JIb retribusi baik langsung

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang
terutang.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
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Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan -
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribysi daera‘;l
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan je]ag:

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaj Orang

b.
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukap
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana

dimaksud pada hurufe;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;
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